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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the coordination of the preparation of SKPD 

Budget Implementation Documents by the Regional Budget Division at the Palembang 

City Regional Financial and Asset Management Agency, using the concept of 

Hasibuan coordination factors, namely unity of action, communication, division of 

labor, and discipline. The data collection method used is qualitative with data 

collection techniques taken from interviews, documentation, and observation. The 

informants of this research consisted of eight people who were considered to be able 

to provide detailed information regarding the coordination of the preparation of DPA-

SKPD by the Regional Budget Division. The results showed that in coordinating the 

preparation of SKPD Budget Implementation Documents by the Regional Budget 

Division in BPKAD Palembang City, it can be said that it is not good, because it has 

not fulfilled the four coordination factors according to Hasibuan. There are problems, 

especially related to SKPDs that have not been optimal in following up on DPA 

verification, lack of timeliness, and technical obstacles that hinder coordination. 

Therefore, improvements are needed in the aspects of external coordination, SKPD 

understanding of regulations, timeliness, and optimization of information systems to 

improve good coordination in coordinating the preparation of DPA-SKPD. 

Keywords: Coordination, DPA, SKPD 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengoordinasian 

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan 

menggunakan konsep faktor koordinasi Hasibuan, yaitu kesatuan tindakan, 

komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data diambil dari hasil wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini terdiri dari delapan orang yang 

dianggap dapat memberikan informasi terperinci mengenai pengoordinasian 

penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam pengoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang dapat dikatakan kurang 

baik, karena belum memenuhi keempat faktor koordinasi menurut Hasibuan. Terdapat 

permasalahan khususnya terkait dengan SKPD yang belum optimal dalam 

menindaklanjuti verifikasi DPA, kurangnya ketepatan waktu, serta kendala teknis yang 

menghambat jalannya pengoordinasian. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam 

aspek koordinasi eksternal, pemahaman SKPD terhadap regulasi, ketepatan waktu, 

serta optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan pengoordinasian yang baik 

dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD. 

Kata Kunci: Pengoordinasian, DPA, SKPD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengoordinasian atau koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, 

mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan 

pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 

2011:85). Menurut Mooney & Railey, koordinasi merupakan aspek penting dalam 

organisasi. Koordinasi merupakan “induk” dari berbagai prinsip lainnya, terutama 

dalam mendukung pelaksanaan fungsi yang saling berbeda tetapi saling terintegrasi 

dalam organisasi secara lancar (Supriyadi, 2023:38).  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

merupakan suatu proses pemberian informasi untuk menyatukan tujuan diantara setiap 

elemen organisasi agar tercapainya tujuan organisasi. Menurut Hasibuan (2011) 

(dalam Maryana, 2023:67), terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan koordinasi, yaitu: 1) kesatuan tindakan, 2) komunikasi, 3) pembagian 

kerja, dan 4) disiplin. Faktor inilah yang dapat menjadi tolak ukur seberapa baik dalam 

pelaksanaan koordinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai koordinasi 

menggunakan faktor hasibuan pada Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang. Berdasarkan 

penelitiannya dinyatakan bahwa koordinasi di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang 

dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah telah dilaksanakan namun masih 

belum sangat baik, dikarenakan terdapat kendala dari teknologi dan juga pegawai 
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(Kusdinar et al., 2023). Faktor hasibuan juga digunakan pada penelitian mengenai 

Koordinasi Antar SKPD Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang 

Mengganggu Lalu Lintas di Kota Makassar. Hasil penelitian koordinasi antar SKPD 

di Kota Makassar dalam menanggulangi PKL, yang menganggu arus lalu lintas adalah 

dengan mengadakan pemantapan konfirmasi, pembentukan tim terpadu, sinergitas tiap 

instansi, rutin mengadakan sosialisasi diskusi umum, pengecekan petugas di lapangan, 

dan melakukan pembinaan secara intens (Citra et al., 2020). Sejalan dengan penelitian 

mengenai Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset 

Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hal-hal dalam koordinasi yang belum berjalan maksimal. Diantaranya 

yaitu komunikasi dan kemampuan pegawai. SDM dinilai kurang memadai dengan 

jumlah petugas yang belum optimal (Andry et al., 2023). Kemudian mengenai 

Koordinasi Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dalam Meningkatkan 

Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori. Hasil koordinasi dari 

penelitian dinilai belum optimal. Permasalahan ini disebabkan karena komunikasi 

yang kurang baik, sarana dan prasarana belum memadai dan belum terjadinya kerja 

sama yang baik antara pimpinan dan bawahan (Hasim et al., 2024). Jurnal tentang 

Koordinasi dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta 

Utara yang sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaannya (Savira et al., 2023).   

Melalui hasil analisis pada beberapa penelitian terdahulu tersebut menerangkan 

bahwa masih adanya permasalahan yang menghambat terkait pengoordinasiaan atau 

koordinasi didalam pelaksanaannya. Pengoordinasian menjadi salah satu daya tarik 
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penulis untuk meneliti lebih dalam. Dikarenakan penulis ingin melihat permasalahan 

yang terjadi dalam Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Palembang. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang 

merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kota dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu bidang yang terdapat 

di BPKAD Kota Palembang adalah Bidang Anggaran Daerah. Menurut Perwali 

Palembang No 49 Tahun 2022 menjelaskan fungsi dari Bidang Anggaran Daerah, 

yaitu: 

1) pengoordinasian Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Daerah; 

2) pengoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara; 

3) pengoordinasian penyusunan Rencana kerja Anggaran dan Rencana Kerja 

Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah; 

4) pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

5) pengoordinasian penyusunan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 



4 

 

 

6) pengoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

7) pengoordinasian kebijakan administrasi anggaran daerah; 

8) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait; 

9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan 

tugasnya. 

Fungsi Bidang Anggaran Daerah sebagaimana yang tertulis dalam Perwali 

tersebut, salah satunya adalah Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran SKPD. Dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang 

Anggaran Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan lainnya 

tentang Pedoman Penyusunan APBD yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengoordinasian penyusunan DPA-

SKPD Bidang Anggaran Daerah menjadi koordinator dalam memverifikasi DPA yang 

dibuat SKPD untuk diserahkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). 

Bidang Anggaran Daerah juga sebagai koordinator untuk memberikan informasi-

informasi terkait penyusunan DPA kepada SKPD. Informasi ini dapat berupa 

menginformasikan dokumen, peraturan, serta arahan terkait penyusunan DPA kepada 

SKPD. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat menjadi DPA-SKPD merupakan 

dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan 

yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Alur prosedur dalam penyusunan DPA-SKPD 

terbagi menjadi empat tahapan, yaitu: 

1) Pemberitahuan penyusunan rancangan DPA-SKPD 

2) Penyusunan rancangan DPA-SKPD 

3) Penyampaian rancangan DPA-SKPD dan verifikasi DPA-SKPD 

4) Persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD 

Dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Peraturan lainnya tentang 

Pedoman Penyusunan APBD, Bidang Anggaran Daerah telah melakukan 

pengoordinasian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bidang Anggaran Daerah 

membantu TAPD dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

penganggaran. Namun dalam pelaksanaannya masih didapatkan permasalahan.  

Wawancara Bapak Fachrizal Kunto selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah 

Muda Bidang Anggaran Daerah pada 20 Agustus 2024, mengatakan bahwa: 

“Permasalahan ini terdapat pada SDM (Sumber Daya Manusia) SKPD,  juga 

ketepatan waktu dalam pelaksanaannya. Ketepatan waktu bisa dalam entri data di 

sistem.” (Hasil wawancara 20 Agustus 2024). Berdasarkan wawancara tersebut dalam 
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proses pengoordinasian oleh Bidang Anggaran Daerah masih terdapat kendala. 

Permasalahan ini sejalan dengan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dalam 

pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah masih belum 

memiliki ketepatan waktu dalam pelaksanaan rapat dengan SKPD. Lalu terdapat juga 

sistem SIPD-RI yang digunakan untuk menginput data, tetapi dalam pelaksanaannya 

sistem tersebut masih bermasalah karena sering eror akibat digunakan oleh seluruh 

pemerintah di Indonesia. Permasalahan SDM yang dalam hal ini SKPD terdapat SKPD 

yang masih bermasalah. Sulitnya SKPD dalam menindaklanjuti informasi yang telah 

diberikan. Dikutip dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026 dinyatakan bahwa koordinasi 

memang masih menjadi kelemahan di BPKAD Kota Palembang. Kurangnya 

koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas para pegawai.  

Berdasarkan fenomena di atas, ternyata didapatkan permasalahan dalam proses 

pengoordinasian oleh Bidang Anggaran Daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan 

Sumber Daya Manusia yaitu SKPD. Terdapat SKPD yang masih bermasalah. 

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas, serta sistem SIPD-RI yang sering eror yang 

masih menjadi tantangan dalam pengoordinasian di Bidang Anggaran Daerah. 

Sehingga dengan permasalahan ini  pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD menjadi 

belum terpenuhi dengan baik. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

menjelaskan lebih detail mengenai “Pengoordinasian Penyusunan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”. Kajian ini terlihat melalui kondisi 

pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan 
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Dengan cara ini, hasil yang 

dirumuskan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi para pegawai, membantu 

mereka melihat seberapa baik pengoordinasian yang mereka lakukan dan 

meningkatkan koordinasi dalam organisasi.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat 

rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengoordinasian Penyusunan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 

Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang 

Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Palembang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bahwa koordinasi pada Bidang 

Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang dapat menambah pengetahuan dan 

mengembangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang 

Administrasi Publik tentang koordinasi pegawai. Hasil penelitian ini diharapkan 
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dapat menjadi pertimbangan suatu instansi atau pemerintah dalam menetapkan 

strategi-strategi terhadap peningkatan koordinasi pegawai. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

memberikan masukan dalam mencapai keberhasilan koordinasi dalam organisasi 

pemerintahan di masa yang akan datang. 
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